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ABSTRAK

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen
jasa keuangan. Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan
Otoritas Jasa Keuangan wajib melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji implementasi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan
perlindungan hukum kepada pengguna pinjaman online serta upaya yang dilakukan oleh Otoritas
Jasa Keuangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yang berfokus pada
penerapan dan penegakan praktis prinsip-prinsip hukum normatif, dengan menggunakan sumber
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui
wawancara dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa OJK telah mengimplementasikan kewenangannya secara optimal
melalui empat aspek utama, yaitu pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan perlindungan
konsumen. Regulasi seperti POJK No. 40/POJK/2024 dan POJK No. 6/POJK.07/2022 memberikan
dasar hukum yang kuat dalam melindungi konsumen. Selain itu, OJK juga menjalankan perlindungan
hukum secara preventif, administratif, dan represif melalui edukasi publik, pengelolaan pengaduan,
penindakan terhadap pelanggaran, dan restitusi kepada korban. Meskipun demikian, tantangan
seperti rendahnya literasi keuangan dan tingginya penyebaran pinjaman online ilegal masih menjadi
hambatan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar OJK memperluas edukasi keuangan ke
kelompok rentan seperti pelajar dan mahasiswa serta menyederhanakan akses dan prosedur
pengaduan melalui aplikasi APPK.

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online.

ABSTRACT

Legal protection aims to safeguard the rights of the public as consumers of financial services.
Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority states that the Financial Services
Authority is obliged to protect the interests of consumers and the public. This study aims to examine the
implementation of the Financial Services Authority's authority in providing legal protection to online
loan users and the efforts made by the Financial Services Authority to provide legal protection for online
loan users. This research uses an empirical juridical research method with an approach that focuses on

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/



KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (STUDI PENELITIAN DI KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN
SUMATERA BARAT)

Refika Revania, Faisal, Muksalmina

Vol. 8 No. 3, (Agustus) 2025

the practical application and enforcement of normative legal principles, using secondary data sources
consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through interviews and
analyzed qualitatively to answer research problems. The research results show that the Financial
Services Authority (OJK) has optimally implemented its authority through four main aspects: regulation,
supervision, inspection, and consumer protection. Regulations such as POJK No. 40/POJK/2024 and
POJK No. 6/POJK.07/2022 provide a strong legal basis for protecting consumers. Furthermore, the OJK
also implements preventive, administrative, and repressive legal protection through public education,
complaint management, prosecution of violations, and restitution to victims. However, challenges such
as low financial literacy and the high prevalence of illegal online loans remain obstacles. Therefore, the
authors recommend that the OJK expand financial education to vulnerable groups such as
schoolchildren and students and simplify access and complaint procedures through the APPK
application.

Keywords: Financial Services Authority, Legal Protection, Online Loans.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap
berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali dalam sektor keuangan. Transformasi
digital telah mendorong lahirnya inovasi layanan keuangan berbasis teknologi atau
teknologi finansial (fintech) yang telah memberikan kontribusi besar dalam merevolusi
pola akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Salah satu bentuk fintech yang
paling menonjol adalah layanan pinjaman online (peer-to-peer lending), yang
menawarkan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat tanpa harus melalui
proses perbankan konvensional.l

Di Indonesia, fintech berkembang pesat seiring dengan dikeluarkannya
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016, yang mengatur
layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.? Layanan ini telah
menjadi alternatif populer bagi kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh
layanan perbankan formal, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM), buruh, petani, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudahan dalam

proses pengajuan, pencairan cepat, dan tidak adanya agunan menjadi daya tarik

1 Zenal Arifin, dkk, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Keuangan
Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending, Jurnal Hukum, Universitas Semarang,
Semarang, 2023, hlm. 2.

2 Bank Indonesia, Mengenal Financial Teknologi apa yang dimaksud dengan financial
technology, https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx,
diakses pada 05 November 2024.
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utama pinjaman online. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai
permasalahan yang menimbulkan risiko signifikan bagi konsumen. Suku bunga
tinggi, biaya tersembunyi, serta penyalahgunaan data pribadi menjadi persoalan
serius yang kerap dihadapi peminjam. Lebih jauh, maraknya praktik penagihan yang
disertai dengan intimidasi dan kekerasan verbal menandakan lemahnya
perlindungan hukum bagi pengguna layanan ini.3

Salah satu contoh nyata adalah kasus tragis yang menimpa Didi Asra Abdillah,
mahasiswa asal Padang, Sumatera Barat, yang mengalami tekanan psikologis akibat
terjerat pinjaman online. Di Sumatera Barat, fenomena ini menunjukkan tren yang
mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat,
jumlah pengguna pinjaman online meningkat tajam dari 3.097 pengguna pada akhir
2022 menjadi 14.063 pada tahun 2024. Lonjakan ini tidak hanya menunjukkan
tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses keuangan alternatif, tetapi juga
mencerminkan lemahnya literasi keuangan, terutama di kalangan generasi muda.*

Pemerintah, hadir melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk
menghadapi tantangan tersebut sebagai yang memiliki mandat dalam mengatur,
mengawasi, dan melindungi konsumen di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa
Keuangan menetapkan berbagai kebijakan seperti Peraturan O]JK Nomor
6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa
Keuangan, serta dukungan regulatif melalui perubahan Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pada Pasal 27B UU Nomor 1 Tahun 2024,
guna memperkuat payung hukum bagi korban penyalahgunaan teknologi dalam

sektor keuangan, tetapi efektivitas pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa

3 Abdurrazaq Triansyah, dkk, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan
Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal, Jurnal Hukum, Universitas Pasundan
Bandung, Bandung, 2022, hlm. 2.

4 Yose Hendra, 4 Juta Lebih Warga Sumbar Terlilit Pinjaman Online,
https://mediaindonesia.com/nusantara/692842 /4-juta-lebih-warga-sumbar-terlilit-
pinjaman-online, diakses pada 06 November 2024.
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Keuangan dalam melindungi pengguna pinjaman online di daerah, seperti Sumatera

Barat.>
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Nomor | Penulis Judul Fokus Dan Keterbatasan Rencana Kebaruan
Dan Penelitian Temuan Utama Penelitian Penelitian Yang
Tahun Terdahulu Terdahulu Baru Ditawarkan

1. Amatul Perlindungan Fokus: pada Fokus penelitian | Penelitian Penelitian
Najla, Hukum peran OJK dalam | terdahulu belum | penulis terbaru
2023.6 Terhadap perlindungan menggambarkan | berfokus pada | Menyajikan

Konsumen konsumen implementasi di implementasi studi lapangan
Pinjaman berdasarkan lapangan, kewenangan berbasis
Berbasis Online | POJK No. terutama di 0OJK di Kantor wawancara
oleh Otoritas 6/2022. tingkat regional OJK Sumatera dengan pejabat
Jasa Keuangan atau kantor OJK Barat terhadap | OJK daerah
(OJK) Temuan Utama: | daerah. perlindungan untuk
Berdasarkan menunjukkan pengguna menggambarkan
POJK Nomor bahwa OJK pinjaman efektivitas
6/Pojk.07/2022 | memiliki online. perlindungan
. mekanisme hukum secara
preventif dan empiris.
represif
terhadap
pelanggaran.

2. Muham | Pelindungan Fokus: pada Penelitian Penelitian Penelitian terbaru
mad Hukum perlindungan terdahulu tidak penulis menekankan
Raka Terhadap Data data pribadi membahas aspek | menganali aspek
Taofan, | Pribadi Debitor | dalam pinjaman | pengawasan OJK | sis pengawasan aktif
20237 Lembaga online. dan sanksi bagaimana dan sanksi

Pembiayaan terhadap fintech 0OJK administratif oleh
Dalam Aplikasi | Temuan Utama: | ilegal. melakukan OJK terhadap
Pinjaman menunjukkan pengawasa fintech yang
Berbasis Online. | kurangnya n terhadap melanggar

regulasi spesifik fintech perlindungan

dan lemahnya ilegal yang data.

pengawasan melanggar

terhadap perlindung

penyalahgunaan an data

data. konsumen.

3. Candra Perlindungan Fokus: pada Penelitian Penelitian Penelitian terbaru
Wiwit Hukum Terhadap| perlindungan terdahulu hanya [penulis ini menawarkan
Muliani, | Nasabah hukum terhadap | berfokus pada menganalisi pendekatan
20218 Pengguna korban pinjol aspek normatif s multi-

Layanan ilegal. dan belum kewenanga kewenangan OJK:
Pinjaman Online menyentuh peran |n OJK dalam pengawasan,
Ilegal Menurut Temuan Utama: | OJK dalam pemeriksaa pemeriksaan, dan
Peraturan OJK menunjukkan pemeriksaan dan n, perlindungan
No.77/POJK.01/2| perlindungan pengawasan pencabutan konsumen secara
016 Tentang hukum masih fintech ilegal. izin, serta bersamaan.
Layanan Pinjam | lemah karena edukasi

Meminjam Uang | keterbatasan kepada

Berbasis penegakan masyarakat.

Teknologi hukum dan

Informasi. sosialisasi.
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4. Gusti Peran Otoritas Fokus: pada Penelitian Penelitian Penelitian
Herman, | Jasa Keuangan peran OJK dalam | terdahulu penulis terbaru ini
20209 (OJK) Dalam menanggapi menggunakan mengguna memberikan

Memberikan aduan dan pendekatan kan gambaran
Perlindungan memberikan normatif tanpa pendekata langsung dari
Hukum edukasi kepada | dukungan data n kualitatif lapangan
Terhadap korban pinjol. empiris. dengan mengenai
Penerima wawancar efektivitas
Pinjaman Online | Temuan Utama: a langsung kewenangan OJK
Dalam menunjukkan terhadap dalam praktik.
Perjanjian perlunya pihak OJK

Pinjam peningkatan Sumbar

Miminjam Uang | literasi dan

Berbasis Online | keuangan korban

Menurut masyarakat. pinjol.

Peraturan

Otoritas Jasa

Keuangan

Nomor

77/POJK.01/20

16 Tentang

Layanan Pinjam

Meminjam Uang

Berbasis

Teknologi

Informasi (Studi

OJK Pekanbaru).

6 Amatul Najla, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan POJK Nomor 6/Pojk.07/2022, Skripsi,
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023.

7 Muhammad Raka Taofan, Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitor
Lembaga Pembiayaan Dalam Aplikasi Pinjaman Berbasis Online, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023.

8 Candra Wiwit Muliani, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan
Pinjaman Online Ilegal Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Islam Malang, Malang, 2021

9 Gusti Herman, Peran Otoritas Jasa Keuangan (O]JK) Dalam Memberikan
Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam
Miminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
(Studi OJK Pekanbaru), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Pekanbaru, 2020.
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Berdasarkan pembahasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih
dalam mengenai kewenangan otoritas jasa keuangan dalam memberikan
perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengemukakan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana
implementasi kewenangan otoritas jasa keuangan dalam memberikan
perlindungan hukum kepada pengguna pinjaman online serta upaya yang dilakukan
otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna
pinjaman online. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris,
penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan ini merupakan yang
berfokus pada penerapan dan penegakan praktis prinsip-prinsip hukum normatif,
menganalisis bagaimana hukum ini diterapkan dalam menanggapi peristiwa hukum
tertentu yang muncul dalam masyarakat.10

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
sosiologis. Pendekatan ini menitikberatkan pada implementasi serta penegakan
prinsip-prinsip hukum normatif secara praktis, dengan mengumpulkan data
melalui wawancara mendalam terhadap responden dan informan, serta didukung
oleh kajian literatur yang relevan guna memperdalam dan memperkaya
pemahaman atas data yang diperoleh.11

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian ini bertujuan untuk
mengamati, menjelaskan, serta menggambarkan bagaimana sesuatu itu terjadi
melalui informasi atau data yang telah ada, kemudian dikaitkan dengan teori-teori

hukum dan praktek dalam pelaksanaan sehubung dengan masalah yang diteliti.!?

10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta,
Jakarta, 2012, hlm. 126.

11 Johannes Supranto, Metode Penelitian Hukum Dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta,
2003, him. 30.

12 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1994, hlm. 97.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 IMPLEMENTASI KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENGGUNA PINJAMAN

ONLINE

Otoritas Jasa Keuangan (O]K) merupakan lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pembentukan Otoritas Jasa
Keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas di sektor jasa
keuangan berlangsung dengan tertib, berkeadilan, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap
kepentingan konsumen serta masyarakat luas.

Dalam wundang-undang tersebut, Otoritas Jasa Keuangan diberikan
kewenangan yang luas meliputi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Kewenangan ini mencakup
industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB),
termasuk fintech dan pinjaman online. Pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa
Keuangan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada pengguna
layanan pinjaman online diwujudkan melalui beberapa langkah, antara lain:13
1. Kewenangan dalam Bidang Pengaturan (Regulatif)

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran dalam menetapkan sejumlah regulasi
dan surat edaran sebagai acuan teknis bagi para penyelenggara layanan
pinjaman online, di antaranya:

a. Penetapan POJK (Peraturan OJ]K)
Peraturan OJK Nomor 40/POJK/2024 mengenai Layanan Pendanaan

Bersama Berbasis Teknologi Informasi disusun untuk menjamin kepastian

hukum, memberikan perlindungan kepada konsumen, serta mencegah

terjadinya praktik yang melanggar hukum.
b. Penetapan SEOJK (Surat Edaran OJ]K)

13 Roni Nazra, Kepala kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat, Wawancara
pada tanggal 7 Mei 2025.
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Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 diterbitkan sebagai
panduan teknis dalam operasional layanan pinjaman online.
c. Regulasi terhadap Perlindungan Konsumen
Otoritas Jasa Keuangan menetapkan ketentuan mengenai hak dan
kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan, yang
mencakup tata cara penagihan, keterbukaan informasi terkait bunga dan
biaya, serta pelarangan akses data pribadi secara tidak sah. Ketentuan ini
diatur, antara lain, melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022
tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Implementasi kewenangan regulatif memberikan dampak positif berupa
kejelasan batas-batas hukum serta tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh
penyelenggara fintech lending. Salah satu contoh konkret dari efektivitas
kebijakan ini adalah tindakan Otoritas Jasa Keuangan yang mencabut izin
operasional PT Digital Alpha Indonesia (UangTeman) pada tahun 2023
akibat pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan perlindungan
terhadap konsumen.
2. Kewenangan Pengawasan
Secara garis besar, pengawasan merupakan suatu proses yang
terstruktur untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dilaksanakan sesuai
dengan peraturan hukum dan standar yang berlaku. Dalam lingkup Otoritas Jasa
Keuangan, kewenangan dalam melakukan pengawasan mencakup kemampuan
untuk:

a. Melakukan pengawasan terhadap operasional lembaga jasa keuangan

b. Mengevaluasi sejauh mana lembaga mematuhi ketentuan yang berlaku

c. Memberikan tindakan atas pelanggaran melalui sanksi administratif atau
melaporkannya ke pihak berwenang untuk proses hukum pidana.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan pengawasan terhadap pelaku jasa
keuangan melalui dua pendekatan, yakni secara langsung dan tidak langsung,
guna memastikan bahwa kegiatan operasional yang dijalankan sesuai dengan
regulasi yang berlaku serta prinsip kehati-hatian. Pengawasan secara langsung

dilakukan melalui kunjungan lapangan, audit terhadap sistem teknologi
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informasi, serta pemeriksaan laporan keuangan penyelenggara fintech.
Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan mewajibkan
penyelenggara untuk menyampaikan laporan berkala yang mencakup aspek
operasional, penanganan pengaduan, dan kepatuhan terhadap ketentuan OJK,
yang disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik.

Salah satu contoh konkret dari pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa
Keuangan dapat dilihat pada kasus yang melibatkan aplikasi DanaFix pada tahun
2022. Dalam kasus tersebut, OJK memberikan teguran dan mewajibkan
penyelenggara untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pelaporan serta
mekanisme penagihan, menyusul adanya pengaduan konsumen terkait dugaan
penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan yang bersifat intimidatif.

Dampak dari pelaksanaan kewenangan ini terlihat dari meningkatnya
kepatuhan platform fintech terhadap standar pelaporan serta berkurangnya
kasus pelanggaran administratif yang sebelumnya luput dari pengawasan. Hal
ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan memiliki peran krusial dalam
melindungi konsumen dari potensi kerugian.

3. Kewenangan Pemeriksaan

Merujuk pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan, OJK diberikan kewenangan untuk melaksanakan
pemeriksaan terhadap lembaga jasa keuangan sebagai bagian dari fungsi
pengawasannya. Kewenangan pemeriksaan merupakan wewenang yang
dimiliki Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh akses terhadap dokumen,
sistem, laporan keuangan, serta kegiatan penyelenggara jasa keuangan guna
mengevaluasi apakah operasional yang dijalankan telah sesuai dengan
ketentuan hukum, bersifat transparan, dan tidak merugikan kepentingan
masyarakat.

Pada periode tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan
tindakan pemeriksaan terhadap platform Akulaku sebagai respons atas
meningkatnya laporan masyarakat mengenai praktik penagihan yang dinilai

bersifat mengintimidasi. Berdasarkan temuan dari pemeriksaan tersebut, OJK
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menerbitkan surat peringatan dan memberikan rekomendasi agar dilakukan
perbaikan terhadap prosedur penagihan. Temuan ini menunjukkan bahwa
kewenangan pemeriksaan yang dimiliki OJK tidak hanya terbatas pada aspek
administratif, tetapi juga berperan dalam mendorong perbaikan sistemik pada
penyelenggara layanan.

4. Kewenangan Perlindungan Konsumen

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen
mencakup serangkaian langkah preventif dan responsif yang bertujuan untuk
melindungi konsumen dari potensi kerugian akibat pelanggaran atau
ketidaksesuaian oleh lembaga jasa keuangan. Kewenangan ini juga meliputi
penyediaan mekanisme pengaduan serta penyelesaian sengketa.

Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa
Keuangan dalam perlindungan konsumen terlihat dari penanganan terhadap
ratusan laporan masyarakat terkait aktivitas pinjaman online ilegal. Melalui
kerja sama dengan Satuan Tugas PASTI, OJK berhasil menonaktifkan lebih dari
2.000 platform pinjaman ilegal serta melakukan pemblokiran terhadap situs dan
rekening yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Upaya ini berkontribusi pada
penurunan signifikan dalam kasus penyalahgunaan data pribadi oleh layanan
pinjaman online, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kanal
resmi pengaduan masalah keuangan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam
melindungi pengguna layanan pinjaman online dari aspek hukum telah
menunjukkan dampak yang cukup berarti. Walaupun masih menghadapi berbagai
tantangan, khususnya dalam mengawasi aktivitas pinjaman online ilegal serta
menyesuaikan diri dengan pesatnya perkembangan teknologi dan luasnya
jangkauan konsumen jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan tetap menjalankan
perannya secara aktif melalui pendekatan yang terintegrasi, mencakup pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan perlindungan terhadap konsumen.

3.2 UPAYA HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENGGUNA PINJAMAN ONLINE
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Prinsip dasar dalam perlindungan terhadap Pengguna layanan pinjaman
online berhak memperoleh perlakuan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang
wajib diterapkan oleh penyelenggara, seperti keterbukaan informasi, perlakuan
yang adil, kecepatan layanan, keandalan sistem, perlindungan kerahasiaan serta
keamanan data, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, sederhana, dan
terjangkau. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan
Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yaitu: “Perlindungan terhadap konsumen dan
masyarakat merupakan suatu bentuk upaya dalam meningkatkan literasi dan
pemahaman mengenai produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku
Usaha Jasa Keuangan (PUJK), sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum
dalam rangka memastikan terpenuhinya hak serta kewajiban konsumen di sektor
jasa keuangan”.

Berdasarkan temuan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Otoritas Jasa
Keuangan Provinsi Sumatera Barat, diketahui bahwa bentuk upaya hukum yang
dilakukan oleh OJK dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada
pengguna layanan pinjaman online dilakukan melalui berbagai mekanisme sebagai
berikut:14
1. Perlindungan Hukum Preventif (Pencegahan)

Perlindungan hukum preventif oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan,
yaitu sebagai berikut:
A. Reformulasi kebijakan regulatif
Dalam rangka menjamin perlindungan bagi konsumen, Otoritas Jasa
Keuangan menetapkan regulasi melalui POJK 77/POJK.01/2016 tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memuat
ketentuan hukum yang mengatur persyaratan legalitas bagi penyelenggara,

keterbukaan informasi kepada pengguna, serta perlindungan terhadap data

14 Roni Nazra, Kepala kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat, Wawancara
pada tanggal 7 Mei 2025.
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pribadi konsumen dalam menjalankan kegiatan usahanya di sektor teknologi
keuangan.

Tingginya potensi risiko yang dihadapi konsumen mendorong Otoritas
Jasa Keuangan menerima berbagai pengaduan, terutama terkait
penyalahgunaan data pribadi, praktik penagihan yang tidak sesuai etika
seperti intimidasi, pelecehan, pengiriman pesan berulang (spam), biaya
tersembunyi, suku bunga yang tidak wajar, praktik overlanding, hingga
pemberian pinjaman kepada pihak yang tidak memiliki kemampuan
finansial akibat lemahnya sistem penilaian risiko. Kondisi tersebut
menegaskan pentingnya pembaruan regulasi secara berkelanjutan sebagai
langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan regulasi terbaru melalui
Peraturan OJK Nomor 40/POJK/2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama
Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini memperkenalkan mekanisme
Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) serta penerapan sistem penilaian risiko
secara individual (individual creditworthiness) sebagai langkah untuk
memperkuat perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat, sekaligus
meningkatkan efektivitas pengaturan dalam sektor tersebut.

B. Pengawasan dan Edukasi Konsumen

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan
fintech lending yang telah terdaftar dan memperoleh izin melalui mekanisme
pelaporan berkala. Di samping itu, OJK juga secara aktif menyelenggarakan
kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai
saluran komunikasi, seperti iklan televisi, media sosial, dan media massa.
Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam
mengenali layanan pinjaman online yang legal serta memahami potensi
risiko yang mungkin timbul dari penggunaannya.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan
edukasi dan sosialisasi terkait prosedur pengaduan yang dapat ditempuh

oleh masyarakat apabila mengalami permasalahan sebagai korban layanan
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pinjaman online. Hal ini penting mengingat masih banyak masyarakat yang
belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai saluran pengaduan
yang tersedia dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi
permasalahan tersebut.1>

Sasaran dari kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh
Otoritas Jasa Keuangan seharusnya tidak terbatas pada masyarakat umum,
melainkan juga mencakup kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas yang
baru memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini penting mengingat
KTP sering kali digunakan sebagai syarat utama dalam pengajuan pinjaman
online ilegal, sementara para pelajar cenderung mengabaikan konsekuensi
negatif dari penggunaan layanan tersebut. Kondisi serupa juga terjadi pada
mahasiswa, yang tidak hanya terdorong oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga
oleh tekanan gaya hidup modern. Akibatnya, sebagian mahasiswa memilih
mengakses pinjaman online ilegal untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat
tersier.

Salah satu bentuk implementasi program edukasi dan sosialisasi yang
dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan di wilayah Sumatera Barat adalah
melalui inisiatif OJK Goes to School dan OJK Goes to Campus, yang menyasar
institusi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi di daerah tersebut.
Di samping kegiatan tatap muka, OJK juga memanfaatkan platform digital
dengan menyajikan konten-konten informatif dan menarik melalui media
sosial, seperti Instagram, guna menjangkau kalangan muda secara lebih
efektif.16

C. Upaya penegakan hukum terhadap penyelenggara fintech tanpa izin

Otoritas Jasa Keuangan turut berperan aktif dalam Satuan Tugas

Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yang merupakan

kolaborasi antar lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan

15 Didi Asra Abdillah, Responden, Wawancara pada tanggal 3 Mei 2025.
16 Rifki Ramadansyah, Divisi pengawasan perilaku PUJK, Edukasi, Perlindungan
Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis, Wawancara pada tanggal 7 Mei 2025.
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Informatika, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta
sejumlah instansi terkait lainnya. Satgas ini memiliki mandat untuk
mengidentifikasi, memblokir, dan menindak berbagai praktik pinjaman
online ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dan berpotensi merugikan
masyarakat. Sebagai bagian dari upaya tersebut, OJK bersama anggota Satgas
PASTI dan didukung oleh asosiasi industri jasa keuangan juga telah
meluncurkan secara terbatas Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat
Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan sebagai bentuk respons
terhadap maraknya aktivitas keuangan ilegal di Indonesia.

Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) berfungsi sebagai wadah koordinasi
antara Otoritas Jasa Keuangan, anggota Satgas PASTI, dan pelaku industri
jasa keuangan dalam rangka penanganan kasus penipuan (scam) di sektor
jasa keuangan secara cepat dan efektif, dengan tujuan menciptakan efek jera.
Pembentukan IASC dimaksudkan untuk mempercepat proses kolaborasi
antar penyedia jasa keuangan dalam merespons laporan penipuan, antara
lain melalui penundaan transaksi dan pemblokiran rekening yang
terindikasi terlibat, identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam tindak
penipuan, pengupayaan pengembalian dana korban yang masih tersedia,
serta mendukung langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelaku.l”

Otoritas Jasa Keuangan secara berkelanjutan mengingatkan masyarakat
untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap berbagai pola penipuan yang
dilakukan oleh penyedia layanan pinjaman online ilegal, yang diantaranya:

a. Melakukan penawaran secara langsung melalui media komunikasi
pribadi, seperti pesan singkat (SMS) atau aplikasi pesan instan, tanpa
melalui kanal resmi

b. Menawarkan layanan pinjaman dengan proses cepat dan tanpa
persyaratan administratif yang jelas

c. Menggunakan identitas atau nama yang menyerupai penyelenggara
fintech legal guna mengelabui masyarakat.

17 Rifki Ramadansyah, Divisi pengawasan perilaku PUJK, Edukasi, Perlindungan
Konsumen, dan Layanan manajemen Strategis, Wawancara pada tanggal 7 Mei 2025.
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Otoritas Jasa Keuangan juga harus aktif mengeluarkan daftar pinjaman online
yang legal dan ilegal, agar masyarakat lebih selektif dalam memilih aplikasi
pinjaman online dan terhindar dari pinjaman online ilegal yang seringkali
menjadikan masyarakat yang kurang literasi keuangan menjadi korban pinjaman
online ilegal, karena tergiur dengan prosesnya pencairan dana yang cepat dan
praktis.18
2. Perlindungan Hukum Administratif

Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan peran
perlindungan terhadap masyarakat, khususnya konsumen layanan pinjaman online,
melalui pelaksanaan kewenangan administratif, antara lain melalui:

A. Proses penerbitan serta penarikan kembali izin operasional terhadap
penyelenggara layanan keuangan

Penerbitan izin operasional oleh Otoritas Jasa Keuangan berfungsi sebagai

mekanisme kontrol awal untuk memastikan bahwa hanya lembaga jasa
keuangan yang memenuhi kriteria hukum, teknis, dan administratif yang
diizinkan beroperasi di wilayah Indonesia. Proses pemberian izin oleh Otoritas
Jasa Keuangan, yaitu:

a. Pengajuan permohonan oleh badan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan

b. Melakukan telaah terhadap dokumen serta asesmen atas kelayakan
operasional penyelenggara

c. Melaksanakan penilaian terhadap integritas moral dan kapabilitas
manajerial para pihak yang menduduki posisi kepengurusan

d. Mengeluarkan surat izin resmi sebagai bentuk persetujuan operasional oleh
Otoritas Jasa Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mencabut izin

operasional suatu entitas dengan beberapa pertimbangan, antara lain:

a. Terbukti melanggar ketentuan hukum atau tidak menaati peraturan yang
ditetapkan oleh OJK

b. Tidak melakukan kegiatan usaha dalam kurun waktu tertentu setelah izin
diterbitkan

c. Memiliki kinerja keuangan yang lemah dan berpotensi menimbulkan
kerugian bagi masyarakat

18 Didi Asra Abdillah, Responden, Wawancara pada tanggal 3 Mei 2025.
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d. Melakukan penagihan secara tidak etis atau melanggar hukum, khususnya
dalam praktik penyelenggaraan layanan pinjaman online.
Sebagai ilustrasi, pada bulan Oktober 2024, Otoritas Jasa Keuangan

mencabut izin operasional salah satu platform besar, yakni PT Investree Radhika
Jaya, setelah sebelumnya diberikan peringatan tertulis dan dikenakan sanksi
administratif berupa denda. Tindakan pencabutan ini dilakukan karena platform
tersebut tidak memenuhi persyaratan ekuitas minimum serta mengabaikan
rekomendasi dari hasil pengawasan. Langkah ini menunjukkan penerapan sanksi
administratif secara tegas, sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum
terhadap konsumen agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak memenuhi

standar kesehatan keuangan.1®

B. Penanganan Pengaduan Konsumen

Masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan terhadap lembaga jasa
keuangan dapat memanfaatkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 mengenai perlindungan konsumen dan
masyarakat di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 96, konsumen memiliki
hak untuk mengajukan pengaduan kepada OJK melalui sistem layanan
terintegrasi yang saat ini digunakan, yaitu Aplikasi Portal Perlindungan
Konsumen (APPK), yang dapat diakses secara gratis oleh publik.

Otoritas Jasa Keuangan menyediakan saluran pengaduan resmi bernama
Kontak Otoritas Jasa Keuangan 157 yang dapat diakses oleh masyarakat melalui:

a. Melalui layanan telepon di nomor 157 yang dapat diakses pada hari kerja,
Senin hingga Jumat, pukul 08.00-17.00 WIB, kecuali pada hari libur nasional

b. Dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 081-157-
157-157

c. Pengajuan permintaan informasi maupun pengaduan juga dapat dilakukan
melalui surat elektronik ke alamat email: konsumen@ojk.go.id

d. Melalui laman resmi Otoritas Jasa Keuangan pada fitur pengaduan yang
tersedia di www.ojk.go.id

e. Melalui penggunaan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yang
disediakan oleh OJK untuk memfasilitasi pengaduan secara digital.

19 Roni Nazra, Kepala kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat, Wawancara
pada tanggal 7 Mei 2025.
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Tindak lanjut dari pengaduan akan dilakukan oleh Satuan Kerja
Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Pengaduan yang valid dan
disertai bukti akan difasilitasi penyelesaiannya antara pengguna dan
penyelenggara, atau diarahkan ke proses hukum lebih lanjut jika diperlukan.20

3. Perlindungan Hukum Represif (Penindakan)
A. Penyelesaian Sengketa Konsumen
Prosedur penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan secara umum
terdiri atas dua tahap utama, yakni:

a. Penyelesaian Internal

Konsumen diwajibkan untuk terlebih dahulu mengajukan keluhan
secara langsung kepada penyelenggara layanan pinjaman online.
Penyelenggara diberikan waktu maksimal 20 hari kerja untuk
menyelesaikan keluhan tersebut secara internal. Apabila dalam jangka
waktu tersebut tidak ditemukan penyelesaian atau pengaduan tidak
mendapatkan tanggapan, konsumen berhak mengeskalasi permasalahan
ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
(LAPS-SJK).

b. Penyelesaian Eksternal melalui Otoritas Jasa Keuangan atau LAPS-S]JK

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
(LAPS-SJK) merupakan institusi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa
Keuangan guna menyediakan forum penyelesaian sengketa di luar
pengadilan (non-litigasi) antara konsumen dan pelaku usaha jasa
keuangan. Mekanisme penyelesaian yang diterapkan di LAPS-SJK
mencakup mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Apabila hasil dari proses
tersebut tidak memberikan kepuasan, konsumen masih memiliki hak

untuk mengajukan sengketa melalui jalur peradilan di pengadilan negeri.

20 Roni Nazra, Kepala kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat, Wawancara
pada tanggal 7 Mei 2025.
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Otoritas Jasa Keuangan tidak berperan sebagai pihak yang memutus
perkara, melainkan berfungsi untuk memastikan bahwa penyelenggara
mematuhi prosedur penyelesaian sengketa Otoritas Jasa Keuangan
menerima banyak laporan mengenai praktik pinjaman online ilegal yang
merugikan konsumen. Apabila penyelesaian oleh OJK tidak membuahkan
hasil, maka penanganan kasus tersebut akan diteruskan kepada pihak
Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

c. Pemberian Sanksi kepada Pelaku Pelanggaran
Berdasarkan Pasal 204 dalam POJK Nomor 40/POJK/2024,
Otoritas Jasa Keuangan diberi otoritas untuk mengenakan sanksi
administratif kepada penyelenggara yang melakukan pelanggaran, dalam
bentuk:

a. Penyampaian teguran secara tertulis sebagai bentuk tindakan
administratif

Pembekuan kegiatan usaha

Pembatasan kegiatan usaha tertentu

Penurunan hasil penilaian tingkat risiko

Pembatalan persetujuan (approval)

Larangan menjabat sebagai PSP, Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS
Denda administratif, maksimal Rp50.000.000 untuk setiap jenis
pelanggaran

Pencabutan izin usaha.?!

wme Ao o

=

Kantor Otoritas Jasa Keuangan wilayah Sumatera Barat telah
menerima banyak laporan terkait aktivitas pinjaman online ilegal.
Sebagian besar pengaduan tersebut berkaitan dengan tindakan
penagihan yang bersifat intimidatif serta penyalahgunaan data pribadi,
yang kemudian dikenai sanksi oleh pihak berwenang.??

d. Pengembalian Hak Konsumen (Restitusi)

21 Roni Nazra, Kepala kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat, Wawancara
pada tanggal 7 Mei 2025

22 Rifki Ramadansyah, Divisi pengawasan perilaku PUJK, Edukasi, Perlindungan
Konsumen, dan Layanan manajemen Strategis, Wawancara pada tanggal 7 Mei 2025.
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Dalam konteks layanan pinjaman online, restitusi merupakan bentuk
pemulihan hak konsumen atas kerugian yang dialami, yang dapat
meliputi:

a. Pengembalian dana yang telah ditarik oleh penyelenggara tanpa
landasan hukum yang sah

b. Pembatalan tagihan yang bersifat ilegal atau bertentangan dengan
perjanjian yang telah disepakati

c. Pemberian kompensasi atas pelanggaran terhadap perlindungan
data pribadi konsumen

d. Rehabilitasi nama baik konsumen apabila terjadi pencemaran
reputasi akibat tindakan penyelenggara
Proses pelaksanaan restitusi umumnya mengikuti tahapan sebagai

berikut:

a. Penyampaian pengaduan oleh konsumen melalui saluran resmi
yang disediakan oleh penyelenggara layanan pinjaman online

b. Pelaksanaan proses verifikasi dan evaluasi oleh penyelenggara atas
laporan yang diterima untuk menentukan kebenaran substansi
pengaduan

c. Penetapan keputusan terkait pengembalian hak konsumen, yang
dapat berupa pengembalian dana, penghapusan bunga atau denda
yang tidak sah, serta penerbitan surat resmi pemulihan nama baik
konsumen

d. Apabila penyelesaian tidak tercapai, konsumen berhak melanjutkan
pengaduan melalui mekanisme eksternal, antara lain Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK),
Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), atau melalui jalur
litigasi di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Seorang konsumen di Sumatera Barat mengadukan aplikasi pinjaman
online legal karena menerima tagihan double (tagihan dua kali lipat dari
nilai sebenarnya). Setelah diverifikasi, ternyata sistem aplikasi
mengalami gangguan pada update penjadwalan. Penyelenggara
akhirnya membatalkan tagihan yang salah, mengembalikan kelebihan
bayar sebesar Rp750.000, dan memberikan permintaan maaf resmi

secara tertulis.?3

23 Rifki Ramadansyah, Divisi pengawasan perilaku PUJK, Edukasi, Perlindungan
Konsumen, dan Layanan manajemen Strategis, Wawancara pada tanggal 7 Mei 2025.
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4. KESIMPULAN

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online, OJK
mengimplementasikan kewenangannya melalui empat aspek utama, yaitu
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan perlindungan konsumen. Kewenangan
pengaturan dilakukan dengan menerbitkan berbagai regulasi seperti POJK No.
40/P0OJK/2024 dan POJK No. 6/POJK.07 /2022 untuk memberikan kepastian hukum
dan melindungi konsumen dari praktik fintech yang merugikan. Pengawasan
dilakukan secara langsung dan tidak langsung guna memastikan penyelenggara
pinjaman online mematuhi ketentuan yang berlaku, seperti pada kasus DanaFix dan
UangTeman. Kewenangan pemeriksaan memungkinkan O]JK menindaklanjuti
laporan masyarakat secara menyeluruh, termasuk memeriksa sistem dan prosedur
pelaku usaha, seperti pada kasus Akulaku. Selain itu, upaya hukum OJK dalam
melindungi pengguna pinjaman online terbagi menjadi tiga bentuk perlindungan
hukum, yaitu Preventif, melalui pembaharuan regulasi, edukasi ke masyarakat,
seperti program OJK Goes to School dan Campus, serta penindakan terhadap fintech
ilegal melalui Satgas PASTI dan IASC, Administratif, dengan pemberian dan
pencabutan izin operasional, serta penanganan pengaduan melalui APPK dan kanal
resmi lainnya, dan Represif, melalui penyelesaian sengketa, baik internal maupun
eksternal melalui LAPS-SJK, pemberian sanksi administratif, serta pengembalian

hak-hak konsumen (restitusi).
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